SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan
syarat Perolehan Suara Sah Partai Politik atau
Gabungan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang
Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire
Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2024

Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah
terakhir dalam Undng-undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terkahir dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2024
Nomor 345);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NABIRE TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024 UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024

Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nabire Tahun 2024 untuk dapat mengajukan Pasangan
Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 dengan ketentuan memiliki paling sedikit 10%
(Sepuluh persen) jumlah Suara Sah yaitu sebanyak
11.877 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh)
Suara Sah;

Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam
keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 372
Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Nabire Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE




Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua
Tengah
Nomor 374 Tahun 2024
Tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal
Suara Sah Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Nabire Tahun 2024 untuk
Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2024

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO PARTAI POLITIK SUARA SAH
(1) 2) (3)
1 Partai Kebangkitan Bangsa 5.031
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 11.325
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 22.040
4 Partai Golongan Karya 10.743
S Partai Nasdem 6.898
6 Partai Buruh 2.931
7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia 2.574
8 Partai Keadilan Sejahtera 4.986
9 Partai Kebangkitan Nusantara 1.963
10 | Partai Hati Nurani Rakyat 4.611
11 Partai Garda Republik Indonesia 3.628
12 Partai Amanat Nasional 6.030
13 Partai Bulan Bintang 5.702
14 | Partai Demokrat 5.860
15 | Partai Solidaritas Indonesia 6.250
16 | Partai Persatuan Indonesia 5.414
17 | Partai Persatuan Pembangunan 9.247
24 | Partai Ummat 3.531
Jumlah 118.764

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

Ttd,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY






